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Local government autonomy becomes independent in managing its authority. This can
be seen from the strengthening of Fiscal Capacity or Regional Original Income.
However, the purpose of implementing regional autonomy is to realize strong Regional
Fiscal Capacity (KFD) in creating regional independence. This study aims to
determine the effect of Regional Tax (PD), Regional Retribution (RD), Tax Revenue
Sharing (BHP) and Gross Regional Domestic Product (GRDP) on Fiscal Capacity
(KF). This study uses quantitative analysis techniques, and the method used in
sampling in this study is purposive sampling. The number of samples collected is 998
districts/cities, there are 158 outlier data so that the number of samples used in this
study is 840 districts/cities. The data that has been collected was analyzed using data
analysis which first tested the classical assumptions before testing the hypothesis.
Testing the hypothesis in this study using multiple regression analysis with t test, f test,
and determinant coefficients. The results of this study indicate that Regional Tax (PD),
Regional Retribution (RD), Tax Revenue Sharing (BHP) and Gross Regional Domestic
Product (GRDP) have a significant effect on Fiscal Capacity (KF).

1. PENDAHULUAN

atau potensi yang dimiliki oleh suatu

Otonomi pemerintah daerah menjadi
mandiri dalam mengelola kewenangannya.
Hal ini dapat dilihat dengan makin kuatnya
Kapasitas Fiskal atau Pendapatan Asli
Daerah.. Akan tetapi tujuan pelaksanaan
otonomi daerah adalah mewujudkan
Kapasitas Fiskal Daerah (KFD) yang kuat
dalam menciptakan kemandirian daerah.
Dalam pelaksanaan otonomi daerah di
suatu daerah, maka daerah tersebut
diberikan kewenangan dalam mengelola
keuangannya sendiri, termasuk dalam
menggali potensi pendapatan daerahnya.
Hal ini diwujudkan dalam bentuk
Pendapatan ~ Asli  Daerah  (PAD).
Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan
perwujudan dari penggalian sumber daya
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daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
merupakan semua penerimaan daerah yang
berasal dari sumber ekonomi daerah.
Sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri
dari pajak daerah, retribusi daerah, dan lain
lain PAD yang sah (Mardiasmo, 2002).
Sumber  sumber pembiayaan yang
diserahkan kepada daerah itu akan
dimanifestasikan lewat struktur PAD yang
kuat. PAD inilah sumber pembiayaan yang
benar benar didapat dari daerah itu sendiri
sehingga dapat mencerminkan kondisi riil
daerah. Jika suatu struktur PAD kuat maka
daerah tersebut juga memiliki pembiayaan
yang juga kuat. Sementara DAU dan
berbagai bentuk transfer umum dari
Pemerintahan  Pusat hanya bersifat
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pendukung bagi pelaksanaan pemerintahan
dan pembangunan di daerah (Joko
Tri,2006:7).

Pajak daerah dan retribusi daerah
merupakan komponen penting dalam
penerimaan PAD (Rosalina, 2014). Pajak
daerah adalah iuran wajib yang dilakukan
oleh orang pribadi atau badan kepada
daerah tanpa imbalan langsung yang
seimbang, yang dipaksakan berdasarkan
perundang-undangan yang berlaku yang
digunakan untuk membiayai
penyelenggaraan pemerintah daerah dan
pembangunan daerah (UU No. 34/2000).
Pajak daerah memiliki kontribusi yang
penting dalam membiayai pemerintah.
Karena pajak daerah bermanfaat dalam
meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan
juga mendorong pertumbuhan ekonomi.
Retribusi daerah merupakan pungutan
daerah sebagai pembayaran atas jasa atau
pemberian izin tertentu yang Kkhusus
disediakan  dan/atau  diberikan oleh
pemerintah daerah untuk kepentingan
orang pribadi atau badan (UU No.
34/2000). Perbedaan antara pungutan
retribusi dengan sumber pendapatan
lainnya adalah dengan ada tidaknya jasa
yang disediakan oleh pemerintah daerah.
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
menggambarkan kemampuan suatu daerah
mengelola Sumber Daya Alam (SDA)
yang memilikinya. Besarnya PDRB yang
dihasilkan oleh masing masing
kabupaten/kota tergantung pada potensi
SDA dan faktor produksi daerah tersebut.
Kinerja ekonomi suatu daerah, dapat
dilihat dari pertumbuhan PDRB dalam
nilai riil karena menunjukkan pertumbuhan
output sebenarnya (Joko Tri, 2006: 12).
Upaya dalam meningkatkan kapasitas
fiskal daerah tidak hanya melalui
peningkatan PAD, melainkan optimalisasi
sumber-sumber  penerimaan  daerah.
Peningkatan kapasitas fiskal bukan berarti
jumlah anggaran yang besar, tetapi juga
optimalisasi anggaran, karena peran
pemerintah daerah kedepannya lebih
bersifat sebagai fasilitator dan motivator
dalam menggerakkan pembangunan di
daerah (Osborne and Gaebler, 1993 dalam
Anggito, 2005: 28). Karena pada dasarnya
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Pemerintah Daerah dihadapkan pada
persoalan tingginya kebutuhan fiskal
daerah sementara itu kapasitas fiskal
daerah  tidak mencukupi. Hal ini
menyebabkan terjadinya kesenjangan
fiskal (Mardiasmo, 2002 : 147). Jadi pada
dasarnya kesenjangan fiskal yaitu selisih
negatif antara kebutuhan fiskal daerah
dengan kapasitas fiskal daerah.

Kapasitas fiskal Daerah yang kuat
adalah mencerminkan kemandirian daerah,
variabel yang dipilih dalam penelitian ini
adalah Pajak Daerah (PD), Retribusi
Daerah (RD), Bagi Hasil Pajak (BHP) serta
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
yang diyakini mampu mencerminkan
kemandirian daerah. Penelitian dilakukan
di empat ratus lima belas kabupaten dan
sembilan puluh tiga kota di Indonesia pada
periode 2019-2020.

KAJIAN

PUSTAKA DAN

PENGEMBANGAN HIPOTESIS

a. Pajak Daerah
Pajak Daerah (PD) adalah iuran
wajib yang dilakukan oleh orang
pribadi atau badan kepada Daerah
tanpa imbalan  langsung  yang
seimbang, Yyang dapat dipaksakan
berdasarkan peraturan  perundang-
undangan yang berlaku, yang
digunakan untuk membiayai
penyelenggaraan pemerintahan daerah
dan pembangunan daerah (UU No 34
Tahun 2000 tentang Pajak dan
Retribusi Daerah).
b. Retribusi Daerah
Retribusi Daerah (RD) adalah
pungutan daerah sebagai pembayaran
atas jasa atau pemberian izin tertentu
yang Kkhusus disediakan dan/atau
diberikan oleh Pemerintah Daerah
untuk kepentingan orang pribadi atau
badan (UU No 34 Tahun 2000 tentang
Pajak dan Retribusi Daerah).
c. Bagi Hasil Pajak
Bagi Hasil Pajak (BHP) adalah
pembagian seluruh atau sebagian hasil
penerimaan pajak dari suatu tingkatan
pemerintahan yang lebih tinggi kepada
tingkatan pemerintahan di bawahnya
dalam rangka pendanaan



penyelenggaraan pemerintahan
(Departemen Keuangan RI, 2008: I11-
37).

. Produk Domestik Regional Bruto

Produk Domestik Regional
Bruto (PDRB) didefinisikan sebagai
jumlah nilai tambah yang dihasilkan
oleh seluruh unit usaha dalam suatu
wilayah, atau merupakan jumlah
seluruh nilai barang dan jasa akhir yang
dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di
suatu wilayah (Robinson, 2004: 19).
Kapasitas Fiskal

Kapasitas Fiskal adalah

kemampuan keuangan suatu daerah
untuk membiayai tugas pemerintahan
yang mencerminkan melalui
pendapatan daerah (tidak termasuk
dana alokasi khusus, dana darurat, dana
pinjaman lama, dan penerimaan lain
yang penggunaannya dibatasi untuk
membiayai pengeluaran tertentu) yang
dikaitkan dengan belanja pegawai, dan
jumlah  penduduk  miskin. Peta
kapasitas fiskal adalah pengelompokan
daerah berdasarkan kapasitas fiskal
menjadi tiga kelompok yaitu daerah
berkapasitas fiskal tinggi, sedang, dan
rendah (Peraturan Menteri Keuangan
No. 129/PMK.02/2005 tentang Peta
Kapasitas Fiskal dalam Rangka
Penerusan Pinjaman Luar Negeri
Pemerintah kepada Daerah dalam
Bentuk Hibah).
Pengaruh Pajak Daerah (PD),
Retribusi Daerah (RD), Bagi Hasil
Pajak (BHP), dan Produk Domestik
Regional Bruto (PDRB) terhadap
kapasitas fiskal daerah.

Pendapatan  Asli  Daerah
memiliki peran cukup signifikan dalam
menentukan kemampuan daerah untk
melakukan aktivitas peerintah dan
program pembangunan. Pemerintah
mempunyai kewajiban untuk
meningkatkan taraf  kesejahteraan
rakyat serta menjaga dan memelihara
ketentraman dan ketertiban masyarakat
(Sari dan Yahya, 2009). Dari beberapa
hasil penelitian menunjukkan bahwa
pendapatan asli daerah merupakan
sumber pendapatan yang penting bagi
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daerah dalam memenuhi belanjanya.
Pendapatan asli daerah juga dapat
menujukan tingkat kemandirian suatu
daerah. Semakin banyak pendapatan
asli daerah yang didapat semakin
memungkinkan daerah tersebut untuk
memenuhi  kebutuhan  belanjanya
sendiri, tanpa harus tergantung pada
Pemerintah ~ Pusat.  Berarti  ini
menunjukkan  bahwa  Pemerintah
Daerah tersebut telah mampu untuk
mandiri, dan begitu juga sebaliknya.
Penurunan kegiatan ekonomi  di
berbagai daerah juga menyebabkan
penurunan PAD sehingga menghambat
pelaksanaan  kegiatan  pemerintah,
pembangunan dan pelayanan
masyarakat oleh pemerintah daerah
secara otonom. Contoh penelitian yang
dilakukan  oleh  Atria  Tiffany
Widyaningsih (2018) yang melakukan
study kasus pada Kota Pontianak
menyatakan bahwa hasil pengujian
pengaruh Pajak Daerah, Retrubusi
Daerah, dan Produk Domestik
Regional Bruto terhadap Kapasitas
Fiskal Daerah dengan menggunakan
uji t mempunyai pengaruh secara
signifikan. Berdasarkan penelitian
tersebut dapat diambil hipotesis
alternatif sebagai berikut:

H, : Pajak Daerah (PD) berpengaruh
terhadap kapasitas fiskal daerah.

H, : Retribusi Daerah (RD)
berpengaruh terhadap kapasitas fiskal
daerah.

H; : Bagi Hasil Pajak (BHP)
berpengaruh terhadap kapasitas fiskal
daerah.

H, : Produk Domestik Regional Bruto
(PDRB) berpengaruh terhadap
kapasitas fiskal.

3. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian dalam skripsi ini yaitu
menggunakan  penelitian  kuantitatif.
Penelitian kuantitatif adalah penelitan
ilmiah yang sisematis terhadap bagian-
bagian dan fenomena serta kualitas
hubungan-hubungannya. Variabel
independen dalam penelitian ini adalah
pajak daerah, retribusi daerah, bagi hasil



pajak, dan produk domestik regional bruto.
Sedangkan variabel dependen dalam
penelitian ini adalah kapasitas fiskal.

Populasi adalah kumpulan semua
anggota dari objek yang diteliti, sedangkan
sampel adalah kumpulan sebagian anggota
dari objek yang diteliti (Algifari, 2003: 7).
Sedangkan, Sampel adalah sebagian dari
populasi yang karakteristiknya akan
diteliti. Sampel yang digunakan adalah
seluruh anggota populasi yaitu
Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia yang
terdiri dari 514 Kabupaten/Kota Tahun
2019-2020. Jenis data yang
digunakan dalam penelitian ini adalah data
sekunder. Data sekunder adalah data yang
diperoleh dari pihak kedua atau hasil dari
pengumpulan oleh suatu instansi dalam
bentuk publikasi. Data sekunder diperoleh
dari terbitan atau laporan suatu lembaga
(Algifari, 2003: 10).

Dalam menganalisis permasalahan
data, penulis akan menggunakan metode
Uji Deskriptif Statistik. Uji Deskriptif
Statistik merupakan pengujian yang
berfungsi untuk mendeskripsikan atau
memberikan gambaran terhadap objek
yang diteliti melalui data sampel atau
populasi (Sugiyono,2007). Analisis data
dalam penelitian ini menggunakan bantuan
program SPSS. Ui statistik deskriptif ini
bertujuan untuk mengetahui seberapa besar
tingkat pengaruh Pajak Daerah (PD),
Retribusi Daerah (RD), Bagi Hasil Pajak
(BHD), dan Produk Domestik Bruto
(PDRB) terhadap Kapasitas Fiskal.
Variabel terikat/dependen dalam penelitian
ini adalah kapasitas fiskal (). kapasitas
fiskal dalam penelitian ini dalam satuan
angka. Sedangkan variabel
beas/independen dalam penelitian ini
adalah pajak daerah (X1), retribusi daerah
(X2), Bagi hasil pajak (X3), dan Produk
domestik regional bruto (X4). Model
regresi dalam penelitian ini adalah:

Yii=L o+ [1PD1it+ B 2RD2it+ 3 BHP
sitt 4 PDRB 4it+ it

Dimana :

Y = Variabel kapasitas fiskal (angka)

PD = Variabel pajak daerah (rupiah)

RD= Variabel retribusi daerah (rupiah)
BHP = Variabel bagi hasil pajak (rupiah)

PDRB = Variabel
regional bruto (rupiah)
B o= Konstanta; B1, B2, p3, p4 adalah
koefisien regresi

i = Kabupaten/Kota

t =Tahun

¢ = Standard Eror

produk domestik

4, HASIL DAN PEMBAHASAN
Analisis Regresi Berganda
Tabel 1. Hasil Analisis Regresi Linier
Berganda
Coefficients?
Model Unstandardized Standardize t Sig.
Coefficients d
Coefficients
B Std. Beta
Error
1| (Constant) 537 012 45.818 | .000
PD 1.364E-12 .000 497 | 20.327 | .000
RD 7.266E-12 .000 299 | 12.321 | .000
BHP 1.349E-12 .000 466 | 28.988 | .000
PDRB -9.283E- .000 -.084 | -5.202 | .000
10

a. Dependent Variable: KF
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Sumber: Output SPSS 25

Berdasarkan rumus regresi yang telah
ditemukan, maka model regresi yang
diperoleh adalah sebagai berikut:

KF = 0,537 + 1.364E-12 PD + 7.266E-12
RD + 1.349E-12 BHP + -9.283E-10
PDRB + e

Dari persamaan regresi di atas, dapat
diinterpretasikan bahwa Nilai Costant (o)) =
0,537 menunjukan bahwa jika variabel X
atau promosi constant maka rata-rata nilai
variabel Y sebesar 0,537. Nilai koefisen
Regresi (b1l) = 1.364E-12 menunjukan
bahwa jika variabel X meningkat sebesar 1
satuan maka variabel Y juga mengalami
penurunan sebesar -1.364E-12, (b2) =
7.266E-12 menunjukan bahwa jika
variabel X meningkat sebesar 1 satuan
maka variabel Y akan mengalami
peningkatan sebesar 7.266E-12, (b3) =
1.349E-12 menunjukan bahwa jika
variabel X meningkat sebesar 1 satuan
maka variabel Y akan mengalami
penurunan sebesar -1.349E-12, (b4) =
9.283E-10 menunjukan bahwa jika
variabel X meningkat sebesar 1 satuan




maka variabel Y juga
penurunan sebesar 9.283E-10.

mengalami

Uji Parsial (t-test)

Pengujian ini bertujuan untuk menguji
bagaimana pengaruh dari masing masing
variabel bebas terhadap variabel terikat.
Hasil uji t statistik dapat dilihat pada tabel
berikut :

Tabel 2. Hasil Uji t

Variabel | Sig. Keterangan
PD 0,000 | Hipotesis
Diterima

RD 0,000 | Hipotesis
Diterima

BHP 0,000 | Hipotesis
Diterima

PDRB 0,000 | Hipotesis
Diterima

Sumber : Output SPSS 25

Dari tabel 2 diketahui hasil dari

pengujian menunjukkan bahwa variabel
Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Bagi Hasil
Pajak, dan Produk Domestik Regional
Bruto berpengaruh terhadap Kapasitas
Fiskal dengan nilai Pajak Daerah sebesar
0,000, Retribusi Daerah sebesar 0,000, Bagi
Hasil Pajak 0,000 dan Produk Domestik
Regional Bruto sebesar 0,000 dibuktikan
dengan nilai Sig. 0,000<0,05.

Uji Regresi Simultan (F-test)
Tabel 4.8 Hasil Uji F
Sumber : Output SPSS 25

Domestik Regional Bruto secara simultan
berpengaruh terhadap variabel dependen
yaitu Kapasitas Fiskal. Hasil penelitian ini
menunjukkan bahwa model penelitian
layak untuk digunakan.

Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R-
Square)
Tabel 4.9 Uji Adjusted R Square

Model Summary®

Model R R Adjuste Std. Error of
Square dR the Estimate
Square
1 9132 .834 .834 .204887
a. Predictors: (constant) PDRB, RD, BHP, PD ...
b. Dependent Variable: KF

Sumber : Output SPSS 25
Berdasarkan tabel 4.9 menunjukkan
bahwa besaran koefisien determinasi atau
Adjusted R-Square (R?) adalah 0,834. Hal
ini menunjukkan  bahwa persentase
sumbangan pengaruh variabel independen
terhadap variabel dependen adalah sebesar
83,4%. Atau dapat diartikan bahwa variabel
independen yang digunakan dalam model
mampu  menjelaskan  sebesar  83,4%
terhadap variabel dependen. Sisanya 16,6%

lainnya dipengaruhi variabel lainnya.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengujian dan
pembahasan pada bab sebelumnya, dapat
diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pajak daerah memiliki signifikansi

sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05

yang berarti pajak daerah berpengaruh

terhadap kapasitas fiskal.
Retribusi daerah memiliki signifikansi

sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05

yang  berarti  retribusi  daerah

ANOVA?
Model Sum of df Mean F Sig.
Squares Square
1 |Regression 176.567 4 44.142 | 1051.533 | .000°
Residual 35.052 | 835 .042
Total 211.619 | 839

berpengaruh terhadap kapasitas fiskal.

a.

. Dependent Variable: KF

Bagi hasil pajak memiliki signifikansi

b

. Predictors: (constant) PDRB, RD, BHP, PD ...

Berdasarkan tabel 4.8 (uji Anova),
menunjukan bahwa nilai F hitung sebesar
1.051,533 dengan tingkat probabilitas 0,000
(signifikasi). Karena probabilitas lebih kecil
dari 0,05 dan nilai F lebih besar dari 3,32
maka secara statistik bahwa semua variabel
independen yaitu Pajak Daerah, Retribusi
Daerah, Bagi Hasil Pajak, dan Produk
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sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05
yang berarti bagi hasil pajak
berpengaruh terhadap kapasitas fiskal.
Produk domestik regiona bruto
memiliki signifikansi sebesar 0,000
lebih kecil dari 0,05 yang berarti
produk domestik regional bruto
berpengaruh terhadap kapasitas fiskal.
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